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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 

31/Kpts/KPU.Prov.006/2015 TENTANG PENETAPAN TEMA RISET 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 
 

 
 

ABSTRAK              :        a.    bahwa dalam  rangka  menemukan akar  permasalahan  atas 
persoalan-persoalan    yang    terkait    dengan    peningkatan 
partisipasi  masyarakat dalam  pemilihan  umum yang  secara 
fluktuatif mengalami turun naik,  perlu dilakukan diadakan riset 
dan pemetaanpartisipasi masyarakatdalam pemilu; 

b.  bahwadalam rangka riset dan pemetaanpartisipasimasyarakat 
dalam pemilu,  perlu dilakukan pembagian/penetapantema riset 
melaksanakan Peraturan Komisi   Pemilihan Umum Nomor 2 
Tahun  2015   tentang    Tahapan,     Program   dan    Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati,  serta Walikota dan Wakil Walikota; 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkanKeputusan 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang 
PenetapanTerna Riset PartisipasiMasyarakatdalam Pemilihan 
Umum;

 

DASAR HUKUM 
 

1.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun  1959 tentang  Penetapan 
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Tingkat I   Sumatera 
Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 
tentang  Perubahan    Peraturan     Pemerintah    Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun   1950  (Lembaran   Negara 
Tahun 1955 Nomor 52),  Sebagai Undang-Undang(Lembaran 
Negara Republik IndonesiaTahun  1959 Nomor 70,  Tambahan 
LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 1814); 

2.    Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008   Nomor  61,    Tambahan   Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor4846); 

3.    Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan 
LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4924); 

4.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 117, Tambahan 
LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5316); 

5.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
PemilihanUmum(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 
2011  Nomor  101,    Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5246);
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6.     Undang-Undang    Nomor   1     Tahun   2015   tentang   Penetapan 

Peraturan   Pemerintah    Pengganti   Undang-undang    Nomor   1 

Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota 

menjadi   Undang-Undang    (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik   Indonesia   Nomor  5656)  sebagaimana   telah  diubah 

dengan   Undang-Undang    Nomor   8  Tahun   2015   (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik   Indonesia  Nomor 5678); 

7.     Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum  Nomor   05  Tahun   2008 

tentang  Tata  Kerja Komisi  Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan 

Umum  Provinsi,   dan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah  diubah  terakhir  dengan  Peraturan   Komisi 

Pemilihan  Umum Nomor 01 tahun  201 O; 

8.    Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   06  Tahun   2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan      Sekretariat       Komisi      Pemilihan       Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana   telah   diubah   terakhir   dengan 

Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum Nomor   22 Tahun 2010; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CATATAN :

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
SUMATERA SELATAN NOMOR : 31/Kpts/KPU.Prov.006/2015 

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN TEMA RISET 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM. 
 

Menetapkan  Terna  Riset  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemilihan 

Umum  sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   Keputusan   ini 

yang merupakan  bagian tidak terpisahkan  dari Keputusan  ini. 
 

- Keputusan    ini  mulai   berlaku   pada   tanggal   ditetapkan    

dengan ketentuan   bahwa  segala  sesuatunya   akan  diubah  dan  

diperbaiki kembali  sebagaimana   mestinya  apabila  di kemudian  

hari terdapat kekeliruan  dalam Keputusan  ini. 

- 2 Halaman 


